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Pe I an8igaran-pe I anggaran terhadap hak asesi

nanusia jeles akan menimbulkan keruSian bagi pihak yan8

di langgar dan hal ini nerupakan perbuatan nelanggar

hukum (onrechtmatige) yang diatur dalam ketentuan pasal

1365 Kitab UndanS-UndanS Hukum Perdata (selanjutnya

disingkat KUH Perdata), di rnana dalam ketentuan pasal

1365 KUH Perdata rnewajibkan kepada orang yang nelakukan

pelanggaran terhadap hak asasi manusia yanS meninbulkan

kerugian, maka pihak yang nelakukan pelanggaran wajib

memberikan gafit i rugi. Adapun ketentuan pesal 1365 KUII

Perdeta tersebut nenentukan, "Tiap perbuatan melangSar

hukum yang menirnbulkan kerugian bagi orang lain, me-

waj ibkan orang yang karena salahnya menimbulk&n ke-

rugian, menggant i kerugian tersebut".

Salah satu bentuk perbuatan melanggar hukun yang

dianggap merupakan pelanggaran terhadap hak asasi

nanusia adalah pencem&ran narna baik seseor&ng, masalah

pencemaran nama baik terhadap seseor&n8 jelas akan me-

ninbulkan kerugian bagi pihak yang narnenya dicemarkan,

Selain dikenakan sanksi pidana, pihak yang di-

cemarkan nama baiknya berhak tnenuntut ganti rugi secara

perd&ta sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata

jo. pasal 1372 KUH Perdata.



Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas
jelas bahwa orang yang dicemarkan nama baiknya berhak

menuntut ganti rugi kepada orang yeng nelakukan pen-

cemaran, karena pencemaran nama baik jelas merupakan

perbuatan nelanggar hukun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka per_

masalahan yang hendak dikernukakan adalah I Bagaimana-

kah penerapan ganti rugi menurut pasal 1365 terhadap.

kedudukan pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum perdata?

Lokasi penelitian dalam skripsi ini pada peng-

adi lan Negeri Surabaya.

Penyusunan skripsi ini di lakukan dalarn beberapa

tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 3 ninggu

- Fase pengumpulan data : 3 minggu

- Fase pengolahan data : 3 minggu

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam

skripsi ini adalah pendekaten nasalah secata yuridis
normatif, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada

ketentuan pe rundang-undangan yang berlaku dalam hal ini
KUH Perdeta dan KUI{p yang ada kaitannya dengan permasa-

lahan yang sedang dikaj i.
Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah

data sekunder yanS terdiri dari :



- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukurn yang sifatnya
nengikat berupa peraturan pe rundang_unalangan yang
berlaku dan ada kaitannya dengan pernasalahan yang
sedang dikaji.

-. Bahan hukurn sekunder, yaitu bahan hukurn yanS sifat_
nya nenjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku_
buku literatur, catatan kuliah dan berbagai nedia
cetak yang membahas rnasalah yang sedeng alikaji.

Selain data sekunder data dalem skripsi ini juga
diperjelas dengan data yanS diperoleh dari wewoncara
dengan hakim di pengadi lan Negeri Surabaya sebagai pe_
nun j ang .

Pengumpulan data yanS di lakukan dalarn skripsi
ini adalah dengan jalan membaca dan mempelajari studi
kepustakaan yang ada, yaitu bahan hukurn primer maupun
bahan hukum sekunder serta melakukan wawancara yaitu
tanya jawab secara langsung dengan salah seorang Hakitn
Pengadi lan Negeri Surabaya,

Pengolahan data dalam skripsi ini di lakukan
dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang
bertolak dari prinsip yang umun nenuju prinsip yang
khusus dalam arti bahwa ketentuan dalam KUH peldata
yang mengatur tentang perbuatan nelanggar hukum akan
diterapkan secara khusus pada permasalahan yang ekan



dibahas.

Sedangkan analisis datanya di lakukan dengan

menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode

analisis data yang di lakukan dengan nemberikan ganbaran

terhadap permasalahan yang sedang dibahes dan men-

dasarkan pada penikiran logis, nalar, rinci dan runtut

dengan menelaah sistemetis peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sehingga

diperoleh data yang bersifat deskriptif analistik.
Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah

bahwa ketentuan pasal 1365 KUH Perdeta sebagai pasal

yang menegaskan wajib ganti rugi kepada pihak yang ne-

nimbulkan kerugian mengandung unsur-unsur, perbuatan,

kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat.
Sebagaimana halnya pencemaran nama baik juga di-

atur dalam ketentuan pasal 1372 KUH Perdata yang me-

negaskan pihak yang dirugikan berhek menuntut secar&

perdata mengenai kerugian yang dideritanya dan juga

berhak mendapatkan pemul ihan nama baik.

Dalam hal kerugian yang timbul akibat pencemaran

nama baik, tuntutan ganti rugi yang dapat dimintaken

adalah same dengan tuntutan ganti rugi etas kerugian

yang timbul karena perbuatan melanggar hukum yang lein.



Hanya saia dalan praktek peradilan' tuntutan

ganti rugi atas kerugian yeng timbul karena pencemaran

nama baik, biasanya tuntutan ganti rugi rnaterinya ter-

lalu berlebihan, karena menang pada dasarnya kerugian

yang diderita oleh seseorang yang narna baiknya dicemar-

kan tidak dapat diukur dengan uang.

Adapun cara yang dapat ditemPuh untuk menye-

lesaikan permasalahan yang timbul sebaSai Ekibat adanya

pencemaran nana baik sebelun menpergunakan upaya hukum

dapat di lakukan dengan cara kekeluarSaan.

Penyelesaian secara pidana adatah dengan ne-

Iaporkan pada pihak yang berkompeten' dalam hal ini

pihak kepolisian dan kejaksaan dengan menuntut pelaku

peneemaran nama baik dengan hukuman penjara atau hdkum-

an denda.

Tuntutan gant i rugi secara perdata terhadap

perbuatan melanggar hukum, yaitu mencemarkan nama baik

seseorang, maka di lakukan rnelalui Sugatan pada Peng-

adilan Negeri, dan apabila terbukti bahwa pencemaran

nama baik itu sesuai dengan kenyataannyar maka hakim

yang memeriksa perkara Sugatan ganti rugi akibat pen-

cenaran nana baik akan nengabulkan Sugatan orang yang

nama baiknya dicemarken ' Terutama pemul ihan nema baik

orang yang nana baiknya dicemarkan.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas

bahwa penyelesaian terhadap perbuatan rnelangSar hukun

dalam hal ini perbuatan pencemaran nama baik seseorang

yang jelas menimbulkan kerugian bagi orang yang nana

baiknya dicemarkan dapat di lakukan melalui upaya ke-

keluargaan dan upaya paksa yaitu melaporkan pihak yang

melakukan pencemaran nama baik menSSugat Santi rugi

secara perdata melalui Pengadi lan Negeri ' Bentuk Santi

rugi akibat pencemaran nama baik dapat berupa biaya

yang telah dikeluarkan oleh orang yang nama baiknya di-

cemarkan untuk melakukan upaya penyelesaian seperti

melaporkan ke pihak kepolisian jelas memerlukan biaya'

Sedangkan kerugian pokok yang diderite oleh orang yang

nama baiknya dicenarkan adalah kerugian moril yanS

tidak dapat dinilai dengan uanS'

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di-

simpulkan bahwa terhadap pelaku pencenaran nama baik

dapat dituntut :

- Penggant ian ke rug i an

- Pemul ihan kehormatan dan nana baik -

Untuk tuntutan Santi rugi pencemaran nama baik

secara perdata didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH

Peralata jo. pasal 13?2 sarnpai dengan pasal 1380 KUH

Perdata.



Apabila tuntutan ganti ruSi pencemeran nama baik
didaserkan pasal 1365 jo. pasal 1372 sampai dengan

pasal 1380 KUH Perdata naka tentang perbuatan nelanggar

hukum harus dapat dibukt ikan di dalem persidengan.

Sedangkan untuk tuntutan ganti rugi pencemaran

nama baik yang didaserkan pada adanya putusan pidana

terhadap pelaku t indak pidanri pencenaran nama baik yang

memenuhi unsur pasal 310 KUH Perdata okan lebih rnudah

pembukt iannya di persidangan.


